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MOTTO: 

 

ُ خَيْرُ  مُْ النَّاس  ه  نْفَع 
َ
ُ أ  ل لنَّاس 

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia” 
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ABSTRACT 

Penelitian ini membahas fenomena misinformasi antara pedagang dan konsumen dalam 

belanja online serta dampaknya terhadap perlindungan konsumen di era digital. E-commerce 

telah mengubah cara transaksi dan berbelanja dengan meningkatkan aksesibilitas, tetapi juga 

menghadirkan risiko seperti ketidak sesuaian produk, penipuan harga, dan ketidaklengkapan 

informasi. Metode kualitatif digunakan untuk menggali akar permasalahan ini melalui 

wawancara dengan konsumen dan observasi partisipatif di platform e-commerce. Temuan 

meliputi tingginya frekuensi ketidaksesuaian produk yang diterima konsumen dengan 

deskripsi online, serta kesulitan dalam mengurus komplain dan kurangnya transparansi 

dalam kebijakan pengembalian barang. Hasil penelitian ini menunjukkan perlunya perbaikan 

dalam regulasi dan kebijakan perlindungan konsumen untuk meningkatkan kepercayaan dan 

integritas pasar online. 

 

Keywords: Misinformasi Pedagang dan Konsumen, Perlindungan Konsumen, Belanja Online 

Hak Khiyar 
 

 

INTRODUCTION 

Perkembangan teknologi yang sangat pesat telah mempengaruhi berbagai aspek 

kehidupan masyarakat termasuk dalam dunia bisnis. Teknologi dalam dunia bisnis dipakai 

sebagai alat untuk melakukan transaksi perdagangan yang mudah dijangkau oleh masyarakat. 

Hal ini dikenal dengan istilah perdagangan elektronik atau e-commerce. Industri e-commerce 

di Indonesia berkembang cukup baik (Budhi Setiyo, 2016). Berdasarkan data dari Asosiasi 

Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), 62% konsumen di Indonesia telah melakukan 

pembelian produk elektronik secara belanja online hak khiyar pada tahun 2016. Hal ini tidak 

hanya memudahkan pebisnis, tetapi juga konsumen, yang sekarang lebih mudah berbelanja 

melalui media sosial dibandingkan dengan metode tradisional yaitu offline. Akan tetapi, 

proses perpindahan media penjualan barang ini sering kali mengabaikan hak-hak 

perlindungan konsumen yang menyebabkan kecewa konsumen, meskipun secara praktik 

konsumen sudah mengunakan hak khiyar (untuk memilih barang) yang dimilikinya, namun 

pengguna hak tersebut didasrkan pada informasi yang di berikan oleh penjual/perodusen. 

Oleh karena itu, penting untuk melakukan penelitian yang mekaji terkait peta misinformasi 

dalam sistem belanja online yang meyebabkan pelanggaran hak konsumen meskipun 

keputusan pembeli dilakukan dengan menggunakan kah khiyar.  

Berbagai penelitian telah membahas tentang perlindungan konsumen dalam belanja daring 

dan ketidakakuratan informasi produk, namun hanya sedikit yang membahas keduanya secara 

lebih mendalam dengan pemanfaatan Hak Khiyar. Beberapa penelitian menyoroti tantangan 

yang dihadapi konsumen dalam memperoleh informasi yang akurat mengenai produk 
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elektronik yang dibelinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak pedagang 

daring yang belum transparan dalam memberikan informasi produk, sehingga pada akhirnya 

justru merugikan konsumen (Fista, Aris Machmud, dan Suartini 2023; Maharani dan Darya 

Dzikra 2021; Paryadi 2018). Penegakan ketentuan perlindungan konsumen merupakan 

langkah yang tepat untuk mewujudkan keadilan transaksi (Utomo dan Fakhriah 2021). Dalam 

penelitian tersebut, misinformasi dianggap sebagai bentuk ketidak transparansian produk yang 

dijual oleh pembeli. Misinformasi dinyatakan sebagai bentuk pelanggaran hak konsumen. 

Tidak ada penelitian yang secara tegas menyatakan bahwa ketika konsumen telah 

menggunakan Hak Khiyar dalam memilih produk yang dibelinya, konsumen tetap memiliki 

hak atas perlindungan informasi yang menjadi dasar pemanfaatan Hak Khiyarnya. Oleh 

karena itu, penelitian ini berupaya untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menelusuri 

misinformasi yang terjadi dalam pemenuhan hak konsumen khiyar dalam e-commerce. 

Penelitian ini akan mengkaji fenomena misinformasi yang terjadi antara pedagang dan 

konsumen dalam hak khiyar konteks belanja online produk elektronik. Dalam konteks ini, 

misinformasi dapat mencakup ketidaksesuaian informasi produk, penipuan harga, serta 

penyampaian informasi yang tidak akurat atau menyesatkan yang dapat mempengaruhi 

keputusan konsumen. Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana misinformasi tersebut 

terjadi, faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta dampaknya terhadap kepercayaan 

konsumen dan integritas pasar online. Dengan memahami dinamika misinformasi dalam 

transaksi online, diharapkan dapat ditemukan solusi untuk meningkatkan transparansi dan 

kepercayaan dalam ekosistem e-commerce. 

Penelitian ini didasarkan atas argumen bahwa mengeksplorasi dan memahami dinamika 

misinformasi dalam transaksi online produk elektronik serta dampaknya penting untuk 

melihat kepercayaan konsumen dan integritas pasar online. Misinformasi dalam belanja 

online terjadi akibat kurangnya regulasi yang ketat, ketidaktransparanan informasi produk dari 

pedagang, dan rendahnya literasi digital konsumen. Faktor-faktor ini menyebabkan 

ketidakpuasan dan ketidakpercayaan konsumen terhadap transaksi online. Oleh karena itu, 

penerapan pakta kesalingan antara pedagang dan konsumen serta peningkatan regulasi dan 

literasi digital dianggap sebagai solusi potensial untuk mengatasi masalah ini. 

 

LITERATUR  REVIEW 

Misinformasi Pedagang dan Konsumen 

Misinformasi antara pedagang dan konsumen semakin sering terjadi seiring dengan 

meningkatnya transaksi online. Pedagang seringkali memanfaatkan informasi yang tidak 

akurat untuk menarik konsumen, seperti menyebutkan harga yang lebih murah atau 

menampilkan gambar produk yang tidak sesuai dengan aslinya, sebagaimana terlihat dari 

banyaknya konsumen yang dirugikan oleh sejumlah oknum dalam pemanfaatan barang dan 

jasa yang disediakan oleh pelaku usaha. Hal ini dapat di lihat dalam permasalahan di lapangan 

tentang adanya kerugian konsumen di dalam penyelenggaraan jasa-jasa telekomunikasi 

(Sondakh, 2014) hal ini dikarenakan ketidak tahuan undang-undang pelindungan konsumen. 

Ketidaktahuan ini mengakibatkan konsumen tidak dapat mengakses hak-haknya secara 

efektif, seperti informasi yang akurat dan kebijakan pengembalian yang adil (Indrati, 2018). 

Akibatnya, konsumen sering kali mengalami kerugian finansial dan ketidakpuasan yang 

signifikan, sementara pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dapat terus mengeksploitasi 

kekurangan dalam perlindungan hukum dan mekanisme pengaduan. 

Ketidak tercapainya hak konsumen disebabkan oleh kurangnya informasi yang detail 

untuk membuat keputusan pembelian yang tepat juga menjadi masalah utama yang dihadapi 

konsumen (Haeruddin, 2022). Meskipun belanja online semakin mudah di era digital ini, 

banyak pelaku usaha tidak memenuhi standar yang seharusnya mereka lakukan, seperti 

menyediakan informasi yang akurat dan barang yang sesuai dengan harapan konsumen 



 

 

 

(Kakoe dkk., 2020). Selain itu, kurangnya transparansi dalam proses transaksi dan kebijakan 

pengembalian seringkali membuat konsumen sulit untuk memahami hak-hak mereka dan 

mengambil langkah yang diperlukan ketika masalah terjadi (Anggraeni & Rahmawati, 2022). 

Pengawasan yang tidak ketat oleh platform e-commerce juga memungkinkan terjadinya 

penipuan dan penyebaran informasi yang salah, yang merusak kepercayaan konsumen (Sari & 

Widjaja, 2021). Implementasi hukum yang lemah dalam melindungi konsumen dari penipuan 

online dan sengketa lintas batas semakin memperparah situasi (Hidayat & Nugroho, 2022). 

 

Perlindungan Konsumen 

Perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jual beli online sangat diperlukan 

agar setiap konsumen memiliki kepastian hukum dalam melaksanakan transaksi tersebut 

(Fista & Machmud, 2023). Perlindungan hak-hak konsumen dalam transaksi jual beli online 

memiliki signifikansi yang besar. Konsumen berhak mendapatkan kebijakan pengembalian 

yang adil dan transparan apabila produk yang diterima tidak sesuai dengan deskripsi yang 

dijanjikan (Rusli, J., 2014). Kebijakan ini harus mencakup informasi tentang prosedur 

pengembalian, siapa yang menanggung biaya pengembalian, dan waktu yang diperlukan 

untuk menyelesaikan proses pengembalian (Lestari & Nugroho, 2022). Konsumen memiliki 

hak untuk meminta kompensasi, ganti rugi, atau penggantian jika barang atau layanan yang 

mereka peroleh tidak sesuai dengan informasi yang disediakan  oleh  penjual (Fista dkk., 

2023). 

Perlindungan konsumen Nomor 8 Tahun 1999 dan bentuk-bentuk fasilitas   online yang 

dikuatkan dengan kekuatan hukum sebagai bukti-buktinya. Salah satunya adanya perjanjian 

jual beli secara online yang dilindungi oleh undang-undang informasi dalam transaksi 

elektronik. Karena semuanya telah mencukup kebutuhan dalam bertransaksi online, maka 

masalah-masalah yang terjadi dalam bisnis e- commerce dapat diatasi dengan baik dan benar. 

Guna membantu menghindari permasalahan hukum yang dihadapi dikemudian hari baik 

masalah yang timbul berdasarkan kesengajaan pelaku bisnis ataupun konsumen (Basri, 2020). 

Selain itu, pentingnya literasi digital bagi konsumen juga menjadi faktor kunci dalam 

mengurangi risiko dan meningkatkan perlindungan dalam transaksi online. Literasi digital 

yang baik membantu konsumen untuk lebih memahami hak dan kewajibannya serta 

memanfaatkan mekanisme perlindungan yang tersedia dalam undang-undang (Pratama, 

2021). 

 

Belanja Online Dan Hak Khiyar 

Belanja online dan hak khiyar adalah transaksi antara penjual dan pembeli melalui 

aplikasi di perangkat elektronik seperti handphone atau komputer dengan menggunakan 

jaringan internet, di mana konsumen memiliki hak untuk memilih, meninjau, dan bahkan 

membatalkan transaksi jika produk yang diterima tidak sesuai dengan deskripsi atau harapan 

mereka (Sri Iswiyanti, 2021). Dalam konteks ini, terdapat beberapa macam hak khiyar yang 

diatur dalam hukum Islam dan relevan dalam transaksi belanja online. Pertama, khiyar syarat, 

yaitu hak bagi pembeli atau penjual untuk menetapkan syarat tertentu dalam waktu tertentu 

guna memutuskan apakah akan melanjutkan transaksi. Kedua, khiyar aib, yaitu hak untuk 

membatalkan transaksi apabila barang yang diterima terdapat cacat atau tidak sesuai dengan 

deskripsi yang telah dijanjikan. Ketiga, khiyar majelis, yaitu hak untuk membatalkan transaksi 

selama penjual dan pembeli masih berada dalam satu "majelis" atau ruang diskusi, yang 

dalam belanja online dapat diadaptasi sebagai masa diskusi atau komunikasi antara kedua 

belah pihak sebelum transaksi dianggap final. Keempat, khiyar ru‟yah, yaitu hak untuk 

membatalkan transaksi setelah melihat barang yang dibeli jika barang tersebut tidak sesuai 

dengan ekspektasi atau kebutuhan pembeli. Belanja online megunakan hak khiyar (e-

shopping) memberikan banyak kemudahan dan keuntungan bagi konsumen. Salah satunya 



 

 

 

adalah harga yang lebih terjangkau atau murah dibandingkan toko offline, serta kemudahan 

melakukan transaksi tanpa harus menghabiskan waktu di luar (Sari, P. & Pratama, R., 2020) 

Selain itu, belanja online megunakan hak khiyar juga memungkinkan konsumen untuk 

membandingkan harga dan produk dari berbagai penjual dengan cepat dan mudah, serta 

memberikan akses ke berbagai ulasan dan rekomendasi produk dari pengguna lain (Setiawan, 

B. & Nugroho, A., 2020). Fasilitas seperti layanan pengiriman cepat dan berbagai metode 

pembayaran yang fleksibel semakin meningkatkan kenyamanan dan kepuasan konsumen 

dalam melakukan transaksi online (Putri, A. R. & Irawan, D., 2019). Dengan adanya belanja 

online megunakan hak khiyar, konsumen juga dapat memastikan bahwa produk yang mereka 

beli memenuhi standar atau ekspektasi sebelum memutuskan untuk melanjutkan atau 

membatalkan pembelian. 

Meski belanja online sudah megunakan hak khiyar tetapi masih berisiko bagi konsemen, 

seperti penipuan atau ketidakpuasan produk, hak ini memberikan konsumen opsi untuk 

mengajukan pengembalian barang atau pembatalan transaksi jika produk yang diterima tidak 

sesuai. Meskipun ada risiko, hal ini tidak mengurangi minat beli konsumen, karena mereka 

masih melihat kemudahan dan keuntungan yang ditawarkan oleh platform tersebut. 

Konsumen tetap melakukan transaksi meskipun mengetahui risiko yang ada, karena hak 

khiyar mewajibkan kita untuk memilih sebelum membeli sebuah produk dan pembatalan 

(Anwar, M., & Adidarma, R., 2021). Faktor-faktor yang mendorong konsumen tetap 

berbelanja online meskipun ada risiko meliputi kenyamanan berbelanja dari rumah, 

kemudahan membandingkan harga dan produk, serta promosi dan diskon menarik (Tanjung, 

H., 2020). Ulasan dan rating pengguna lain memberikan rasa aman tambahan, sementara 

platform e-commerce meningkatkan keamanan dengan enkripsi data, metode pembayaran 

yang aman, serta kebijakan pengembalian yang jelas (Lestari, R. & Prasetyo, E., 2020). 

Manfaat dan keuntungan ini sering kali melebihi potensi risiko yang ada, dengan 

perlindungan hak khiyar konsumen meliliki hak memilih saat bebrebelanja online. 

 

METHOD  

Penelitian ini fokus melihat misinformasi dalam belanja online dengan mengeksplorasi 

bagaimana ketidaksesuaian informasi produk, penipuan harga, serta penyampaian informasi 

yang tidak akurat atau menyesatkan dapat mempengaruhi keputusan konsumen dan 

kepercayaan mereka terhadap pasar online. Dalam artikel ini, akan dijelaskan metodologi 

yang digunakan dalam penelitian mengenai “Misinformasi Pedangan dan Konsumen: 

Perlindungan Konsumen Belanja Online di Era Digital” Metode yang digunakan bertujuan 

untuk mengidentifikasi masalah-masalah misinformasi antara pedagang dan konsumen saat 

bertransaksi online, yang tentunya merugikan salah satu pihak. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yang memungkinkan peneliti 

mendapatkan pemahaman mendalam dengan melihat permasalahan terutama pada individu 

yang sering melakukan belanja online (Sugiyono, 2021). Pendekatan ini memungkinkan 

peneliti untuk mengevaluasi sejauh mana perlindungan konsumen telah diterapkan di era 

digital, di mana belanja online menjadi semakin mudah melalui penggunaan media sosial. 

Pengumpulan data dilakukan langsung dari lapangan, melibatkan interaksi dengan 

konsumen dan pedagang di platform e-commerce. Wawancara semi-terstruktur digunakan 

untuk menggali pengalaman konsumen terkait informasi produk, kebijakan pengembalian, 

dan kesulitan yang mereka hadapi dalam mendapatkan perlindungan hukum. Observasi 

partisipatif dilakukan untuk memahami perilaku pedagang dan konsumen serta dinamika 

interaksi yang terjadi selama proses transaksi online. Dokumentasi dari platform e-commerce 

dan regulasi perlindungan konsumen juga dianalisis untuk mendapatkan konteks yang lebih 

luas (Ismail, 2023).  

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode interprestasi yang mendalam 



 

 

 

terhadap data observasi dan wawancara yang telah dikumpulkan. Dengan penyajian kembali 

atas data untuk memahami isinya, melakukan deskripsi untuk mengidentifikasikan pola 

temuan dengan pandangan untuk memberikan makna atas temuan tersebut. Tahap analisis ini 

penting untuk menghasilkan pemahaman dan pengetahuan yang komprehensif tentang 

masalah dalam penelitian ini. Pendekatan kualitatif ini diharapkan dapat mengungkap aspek-

aspek kritis dari misinformasi yang dialami oleh konsumen dan memberikan rekomendasi 

yang relevan untuk meningkatkan regulasi dan kebijakan perlindungan konsumen dalam 

belanja online (Ramdhani, 2022). 

 

 

ANALYSIS AND DISCUSSION  

Misinformasi Saat Teransaksi Online 

Jenis ketidak sesuaian barang online saat datang mengacu pada beberapa bentuk 

permasalahan yang membuat ketidak yamanan kepada konsumen, ketidak nyamanan oleh 

konsumen saat belanja online sering kali konsumen tidak mendapatkan kesesuaian barang 

yang difoto dan barang langsung. Ketidaksesuaian ini meliputi perbedaan antara foto produk 

dan barang yang diterima, serta ketidaksesuaian dalam ukuran, bentuk, dan kondisi barang, 

yang sering kali menyebabkan kekecewaan.  

No Kurangnya Informasi Kompelen konsumen  Deskripsi 

1 

 

 

Informasi yang 

di berikan 

kurang 

lengkap yang 

membuat 

konsumen 

merasa 

bigunggung 

dan saat 

barang sudah 

dating tidak 

sesuwai atau 

ada kerusakaan 

saat barang itu 

sampai.  



 

 

 

No Kurangnya Informasi Kompelen konsumen  Deskripsi 

2 

 

 

Barang tidak 

sesuain dengan 

diskeripsi yang 

diberikan oleh  

penjual  

3 

 

 

 

Kualitas yang 

dinerikan 

kurang baik 

yang membuat 

konsumen 

kecewa 



 

 

 

No Kurangnya Informasi Kompelen konsumen  Deskripsi 

4 

 

 

Diskripsi yang 

tidak sesuai 

produk ketika 

datang yang 

membuat 

konsumen 

kecewa 

5 

 

 

Barang tidak 

sesuai dengan 

produk dan 

produk rusak 

saat datang 

membuat 

konsumen 

merasa kecewa 



 

 

 

No Kurangnya Informasi Kompelen konsumen  Deskripsi 

6 

  

Tidak sesuai 

diskeripsi yang 

diberikan oleh 

pedagang ke 

konsumen 

yang membuat 

konsumen 

kecewa  

7 

  

Toko tidak 

amanah atau 

kurag teliti saat 

pengiriman  

8 

 
 

Toko tidak 

amanah ketika 

transaksi 

barang tidak 

sesuai  



 

 

 

No Kurangnya Informasi Kompelen konsumen  Deskripsi 

9 

 
 

Barang tidak 

sesuai dengan 

diskeripsi yang 

diberikan  

Sumber: Data Penelitian, 2024 

Tabel 1 menunjukkan data misinformasi saat transaksi online. Pada gambar 1, terlihat 

kurangnya informasi pada deskripsi barang, di mana komentar konsumen mencatat adanya 

masalah seperti lampu merah pada tv kedip-kedip, tv susah di hidupkan kembali, serta tv 

selalu mati ketika di hidupkan beberapa saat. Selanjutnya, gambar 2 menunjukkan 

ketidaksesuaian antara deskripsi barang dengan barang yang diterima konsumen, yang 

menambah ketidakpuasan konsumen. Gambar 3 dan 4 menampilkan kekecewaan konsumen 

terkait dengan barang yang diterima, barang yang di terima konsumen mengalami masalah 

seperti barang rusak dan barang tidak berfungsi atau mati serta tidak sesuai dengan merek 

yang ada di deskripsi penjual. Gambar 5 menunjukkan kekecewaan yang dirasakan konsumen 

karena barang tidak berfungsi dan tidak sesuai deskripsi. Gambar 6 menunjukkan kurangnya 

deskripsi yang diberikan oleh penjual, barang yang diterima konsumen bukan barang baru 

melainkan barang second, kemudian beberapa barang yang di beli tidak berfungsi. Gambar 7 

dan 8 memperlihatkan ketidaksesuaian antara deskripsi barang yang dipromosikan oleh 

penjual dengan barang yang diterima oleh konsumen, barang mengalami masalah seperti tidak 

berfungsi sebagaimana mestinya. Terakhir gambar 9 menunjukkan konsumen kurang 

memperhatikan deskripsi yang diberikan oleh penjual. 

Setidaknya terdapat empat pola terjadinya misinformasi barang   pada saat transaksi 

online yang dikeluhkan oleh konsumen atas barang yang dipesan saat belanja online. Pertama, 

pada gambar 1,3 dan 4, yang mengindikasikan kurangnya deskripsi yang diberikan oleh 

penjual di deskripsi barang. Pada gambar 2, 5, dan 6, terlihat bukti adanya pemalsuan atau 

kebohongan dari penjual, dengan barang yang dikirim tidak sesuai dengan informasi yang 

diberikan pada deskripsi barang. Gambar 7 dan 8 memperlihatkan keluhan konsumen terkait 

ketidaksesuaian antara narasi promosi dan barang yang diterima. Ketiga hal ini memberikan 

gambaran jelas terkait terjadinya misinformasi pada saat teransaksi online. Serta yang terakhir 

pada gambar 9 dimana konsumen merasa barang yang datang tidak sesui, hal tersebut terjadi 

karena konsumen kurang memperhatikan deskripsi yang diberikan oleh penjual. 

 

Pegunaan Konsumen Memanfaatkan Hak Khiyar 
Hak khiyar merupakan hak yang di berikan kepada konsumen untuk memilih antara 

produk yang akan di beli dan transaksi atau membatalkannya jika terdapat ketidaksesuaian 

antara produk yang dijanjikan. Dalam konteks ini, khiyar aib menjadi fokus utama, yaitu hak 

konsumen untuk membatalkan transaksi apabila produk yang diterima memiliki cacat atau 

kekurangan yang tidak diinformasikan sebelumnya oleh penjual. Dalam praktik belanja 



 

 

 

online, sebagian konsumen memanfaatkan hak ini ketika mereka mempercayakan satu toko 

dengan kualitas yang dapat dipercaya, namun terkadang terjadi sebaliknya. Ketidakcocokan 

produk yang diterima, seperti perbedaan kualitas, warna, atau ukuran, sering kali membuat 

konsumen kecewa. (Hasanah dkk, 2019)Selain itu, ulasan atau deskripsi produk yang tidak 

akurat juga menjadi salah satu penyebab utama ketidakpuasan konsumen. Dalam beberapa 

kasus, konsumen bahkan tidak memiliki cukup waktu untuk memeriksa barang sebelum masa 

khiyar berakhir, sehingga mereka kesulitan melakukan klaim. Hal ini menekankan pentingnya 

transparansi dalam deskripsi produk serta kebijakan pengembalian barang yang jelas dalam 

menjaga kepercayaan konsumen di era digital.  

No Nama 
Nama 

Barang 

Pengguna 

Hak Khiyar 
Hasil Wawancara 

1 Khazahayunisa1704 TV Iya Ada 5  toko yang saya 

kunjungi untuk membeli TV 

dan saya tertarik membeli di 

toko ini karena adanya garanis 

1 bulan dan harga TV lebih 

murah, Tapi saat barang 

sampai itu tidak sesuai dan 

saat ingin saya retur 

kurangnya respon yang di 

berikan.  

2 Asry3388 Speker 

portable 

Tidak Saat saya ingin memebli 

Speker portable ini saya 

tertarik karena adanya 

deskripsi yang lengkap tapi 

saat barang darang datang 

tidak sesuai  

3 Uifudm369 HF JBL-01 Iya Saat saya mencari produk ini 

saya melihat 6 toko yang saya 

kujungi tapi saya lebih tertarik 

di toko ini kerena adanya 

diskripsi yang lengkap dan 

penilaian peroduk konsumen 

yang bagus tetapi saat barang 

datang, barang sesuai tapi 

tidak amanah barang yang 

saya dapatkan rusak atau tidak 

berfungi 

4 Lesinyaedi Omickoom

66 seterika 

otomatif 

Tidak Saat  saya ingin membeli 

peroduk ini saya tidak 

mengunjungi toko lain karena 

saya tertarik di toko ini kerena 

harganya lebih murah dan 

terjangkau  

5 Rikaayuliasputeri Blender Tidak Saya tertarik untuk membeli 

peroduk ini kerena deskripsi  

yang lengkap penilaian 

peroduk konsumen yang 

bagus dan adanya garansai 

selama 2 bulan tetapi saat saya 



 

 

 

No Nama 
Nama 

Barang 

Pengguna 

Hak Khiyar 
Hasil Wawancara 

membeli peroduk rusak dan 

saat saya ingin 

menegmbalikan barang 

tersebut banyaknya persaratan 

yang di berikan oleh pikah 

penjual   

6 71108lilis Handphone Iya Saat saya membeli peroduk ini 

saya melihat beberapa toko 

tapi saya lebih tertarik di toko 

ini karena deskripsi yang 

lengkap dan garansi tetapi saat 

berang datang HP yang yang 

saya beli beda merek 

7 K****y Mikrofon 

lapel 

Tidak Saya saat membeli produk ini 

saya tertarik dengan harga 

yang murah dan kesalahan 

saya tidak membaca dangan 

detail deskripsi yang di 

berikan dan saat barang 

datang barang tidak ada 

merek, tidak berfungsi dan 

saat saya ingin 

mengembalikan barang di 

tolak  

8 Budinagraha2666 Micrusb 

USB 

Iya Saya membeli Micrusb USB 

saya lihat 4 toko yang saya 

kunjungi untuk melihat 

produk yang bagus kualitanya 

dan saya tertarik untuk mebeli 

produk di sini karena 

diskeripsi yang jelas dan 

penilaian peroduk konsumen 

yang bagus saat produk datang 

barang sesua tetapi 

kualitasnya kurang seperti 

sering lobet.  

9 Gregoilisibiy Micrusb 

USB 

Iya Saat saya membeli produk 

saya melihat 6 toko tapi saya 

lebih terratik di toko ini 

dengan adanya diskerpsi yang 

lengkap dan penilaian peroduk 

konsumen yang membuat saya 

tertarik tetapi saat saya 

membeli dan barang datang 

barang tidak sesuai dan tidak 

layak dipakai.  

10 Er7bgtgh-o Kipas 

anggin 

Iya Saat saya akan mebeli kipas 

anggin ini ada 3 toko yang 



 

 

 

No Nama 
Nama 

Barang 

Pengguna 

Hak Khiyar 
Hasil Wawancara 

kunjungi untuk melihat 

produk yang bagus atau 

tidaknya setelah saya melihat 

toko Ibfone*** saya tertarik 

untuk mebeli produk kipas 

anggin di sini dengan melihat 

diskripsi yang lengkap, 

spekripsi dan penilaian 

peroduk konsumen yang 

bagus tetapi saat produk saya 

datang ini tidak sesuai 

ukuranya 5 inci setau saya 5 

inci ini besar tapi saat datang 

ini sanggat kecil.  

Sumber: Data Penelitian Wawancara, 2024 

 

Tabel diatas menunjukan bagaimana konsumen mengunakan atau tidak menggunakan hak 

khiyar. Pada kolom kedua ada nama–nama konsumen baik yang meggunakan maupun yang 

tidak menggunakan hak khiyar, pada kolom ketiga terdapat jenis barang elektronik yang 

dibeli oleh konsumen. Pada kolom keempat berisi tentang informasi apakah konsumen 

tersebut menggunakan atau tidak menggunakan hak khiyarnya, pada kolom kelima  berisi 

informasi tentang indikator konsumen tersebut meggunakan hak khiyar atau tidak. Salah satu 

fokus dalam penggunaan hak khiyar adalah khiyar aib, yaitu hak konsumen untuk 

membatalkan transaksi apabila produk yang diterima memiliki cacat atau tidak sesuai dengan 

deskripsi awal. Indikator penggunaan hak khiyar aib dapat terlihat jika konsumen memeriksa 

barang yang dibeli dan menemukan adanya kekurangan seperti kerusakan, cacat, atau 

ketidaksesuaian spesifikasi produk. Sebaliknya, jika konsumen tidak melakukan pemeriksaan 

mendalam terhadap barang atau menerima produk meskipun terdapat kekurangan tanpa 

mengajukan klaim, maka hak khiyar aib tersebut tidak digunakan.  

Mayoritas kecenderungan data diatas menunjukan bahwasanya enam dari sepuluh 

konsumen menggunakan hak khiyarnya, sementara empat konsumen tidak menggunakan hak 

khiyarnya. Dengan kata lain persentasenya adalah 60:40% dari pada konsumen yang 

menggunakan atau tidak menggunakan hak khiyarnya. 

 

Konsumen Normatif Terhadap Perlindungan Konsumen  

Pada tabel berikut peneliti akan memaparkan norma-norma yang berkaitan dengan 

perlindungan konsumen yang menjadi acuan atau yang dijadikan acuan dalam mengatur hak-

hak konsumen yang harus dilindungi.      

No Peraturan Narasi Pasal Keterangan 

1.  Undang-Undang 

Republik Indonesia 

Nomor   8  Tahun  19

99 

Tentang 

Perlindungan 

Konsumen Bab III 

Hak Dan Kewajiban 

bagian Pertama Hak 

Hak kinsmen adalah : 

a. hak atas kenyamanan, 

keamanan, dan keselamatan 

dalam mengkonsumsi barang 

dan/atau jasa; 

b. hak untuk memilih barang 

dan/atau jasa serta mendapatkan 

barang dan/atau jasa tersebut 

Hak konsumen: 

keamanan, 

informasi, keadilan. 



 

 

 

No Peraturan Narasi Pasal Keterangan 

Dan Kewajiban 

Konsumen 

Pasal 4 

 

sesuai dengan nilai tukar dan 

kondisi serta jaminan yang 

dijanjikan; 

 

c. hak atas informasi yang benar, 

jelas, dan jujur mengenai 

kondisi dan jaminan barang 

dan/atau jasa; 

d. hak untuk didengar pendapat 

dan keluhannya atas barang 

dan/atau jasa yang digunakan; 

e. hak untuk mendapatkan 

advokasi, perlindungan, dan 

upaya penyelesaian sengketa 

perlindungan konsumen secara 

patut; 

f. hak untuk mendapat pembinaan 

dan pendidikan konsumen; 

g. hak untuk diperlakukan atau 

dilayani secara benar dan jujur 

serta tidak diskriminatif; 

h. hak untuk mendapatkan 

kompensasi, ganti rugi dan/atau 

penggantian, apabila barang 

dan/atau jasa yang diterima 

tidak sesuai dengan perjanjian 

atau tidak sebagaimana 

mestinya; 

i. hak-hak yang diatur dalam 

ketentuan peraturan perundang-

undangan lainnya. 

2.  Undang-Undang 

Republik Indonesia 

Nomor   8  Tahun  19

99 Tentang 

Perlindungan 

Konsumen Bab III 

Hak Dan Kewajiban 

bagian Pertama Hak 

Dan Kewajiban 

Konsumen pasal 7 

 

Kewajiban pelaku usaha adalah :  

a. beritikad baik dalam melakukan 

kegiatan usahanya;  

b. memberikan informasi yang 

benar, jelas dan jujur mengenai 

kondisi dan jaminan barang 

dan/atau jasa serta memberi 

penjelasan penggunaan, 

perbaikan dan pemeliharaan;  

c.  memperlakukan atau melayani 

konsumen secara benar dan jujur 

serta tidak diskriminatif;  

d. menjamin mutu barang dan/atau 

jasa yang diproduksi dan/atau 

diperdagangkan berdasarkan 

Kewajiban pelaku 

usaha: kejujuran, 

jaminan, keadilan. 



 

 

 

No Peraturan Narasi Pasal Keterangan 

ketentuan standar mutu barang 

dan/atau jasa yang berlaku;  

e. memberi kesempatan kepada 

konsumen untuk menguji, 

dan/atau mencoba barang 

dan/atau jasa tertentu serta 

memberi jaminan dan/atau 

garansi atas barang yang dibuat 

dan/atau yang diperdagangkan;  

f.  memberi kompensasi, ganti rugi 

dan/atau penggantian atas 

kerugian akibat penggunaan, 

pemakaian dan pemanfaatan 

barang dan/atau jasa yang 

diperdagangkan;  

g. memberi kompensasi, ganti rugi 

dan/atau penggantian apabila 

barang dan/atau jasa yang 

dterima atau dimanfaatkan tidak 

sesuai dengan perjanjian. 

3. P

E

N

G

G

U

N

A 

Undang-Undang 

Republik Indonesia 

Nomor   8  Tahun  19

99 

Tentang 

Perlindungan 

Konsumen 

 Bab IV Perbuatan 

Yang Dilarang Bagi 

Pelaku Usaha Pasal 8 

(1) Pelaku usaha dilarang 

memproduksi dan/atau 

memperdagangkan barang 

dan/atau jasa yang : 

a. tidak memenuhi atau tidak 

sesuai dengan standar yang 

dipersyaratkan dan ketentuan 

peraturan 

perundangundangan; 

b. tidak sesuai dengan berat 

bersih, isi bersih atau netto, 

dan jumlah dalam hitungan 

sebagaimana yang 

dinyatakan dalam label atau 

etiket barang tersebut;  

c.  tidak sesuai dengan ukuran, 

takaran, timbangan dan 

jumlah dalam hitungan 

menurut ukuran yang 

sebenarnya;  

d. tidak sesuai dengan kondisi, 

jaminan, keistimewaan atau 

kemanjuran sebagaimana 

dinyatakan dalam label, 

etiket atau keterangan barang 

dan/atau jasa tersebut; 

e. tidak sesuai dengan mutu, 

tingkatan, komposisi, proses 

pengolahan, gaya, mode, 

Larangan pelaku 

usaha: standar, 

kejelasan, mutu. 



 

 

 

No Peraturan Narasi Pasal Keterangan 

atau penggunaan tertentu 

sebagaimana dinyatakan 

dalam label atau keterangan 

barang dan/atau jasa 

tersebut;  

f. tidak sesuai dengan janji 

yang dinyatakan dalam label, 

etiket, keterangan, iklan atau 

promosi penjualan barang 

dan/atau jasa tersebut;  

g. tidak mencantumkan tanggal 

kadaluwarsa atau jangka 

waktu 

penggunaan/pemanfaatan 

yang paling baik atas barang 

tertentu;  

h. tidak mengikuti ketentuan 

berproduksi secara halal, 

sebagaimana pernyataan 

"halal" yang dicantumkan 

dalam label; 

i. tidak memasang label atau 

membuat penjelasan barang 

yang memuat nama barang, 

ukuran, berat/isi bersih atau 

netto, komposisi, aturan 

pakai, tanggal pembuatan, 

akibat sampingan, nama dan 

alamat pelaku usaha serta 

keterangan lain untuk 

penggunaan yang menurut 

ketentuan harus di 

pasang/dibuat; tidak 

mencantumkan informasi 

dan/atau petunjuk 

penggunaan barang dalam 

bahasa Indonesia sesuai 

dengan ketentuan 

perundang-undangan yang 

berlaku.  

(2) (Pelaku usaha dilarang 

memperdagangkan barang yang 

rusak, cacat atau bekas, dan 

tercemar tanpa memberikan 

informasi secara lengkap dan 

benar atas barang dimaksud.  

(3) Pelaku usaha dilarang 

memperdagangkan sediaan 



 

 

 

No Peraturan Narasi Pasal Keterangan 

farmasi dan pangan yang rusak, 

cacat atau bekas dan tercemar, 

dengan atau tanpa memberikan 

informasi secara lengkap dan 

benar. (4) Pelaku usaha yang 

melakukan pelanggaran pada 

ayat (1) dan ayat (2) dilarang 

memperdagangkan barang 

dan/atau jasa tersebut serta wajib 

menariknya dari peredaran. 

4.  Undang-Undang 

Republik Indonesia 

Nomor   8  Tahun  19

99 

Tentang 

Perlindungan 

Konsumen 

 Bab IV Perbuatan 

Yang Dilarang Bagi 

Pelaku Usaha Pasal 9 

(1) Pelaku usaha dilarang 

menawarkan, mempromosikan, 

mengiklan-kan suatu barang 

dan/atau jasa secara tidak benar, 

dan/atau seolah-olah :  

a. barang tersebut telah 

memenuhi dan/atau 

memiliki potongan harga, 

harga khusus, standar mutu 

tertentu,gaya atau mode 

tertentu, karakteristik 

tertentu, sejarah atau guna 

tertentu; 

b. barang tersebut dalam 

keadaan baik dan/atau baru;  

c. barang dan/atau jasa tersebut 

telah mendapatkan dan/atau 

memiliki sponsor, 

persetujuan, perlengkapan 

tertentu, keuntungan 

tertentu, ciri-ciri kerja atau 

aksesori tertentu;  

d. barang dan/atau jasa tersebut 

dibuat oleh perusahaan yang 

mempunyai sponsor, 

persetujuan atau afiliasi;  

e. barang dan/atau jasa tersebut 

tersedia;  

f. barang tersebut tidak 

mengandung cacat 

tersembunyi;  

g. barang tersebut merupakan 

kelengkapan dari barang 

tertentu;  

h. barang tersebut berasal dari 

daerah tertentu; 

i. secara langsung atau tidak 

langsung merendahkan 

Larangan promosi: 

informasi salah, 

klaim menyesatkan. 



 

 

 

No Peraturan Narasi Pasal Keterangan 

barang dan/atau jasa lain;  

j.  menggunakan kata-kata 

yang berlebihan, seperti 

aman, tidak berbahaya, tidak 

mengandung risiko atau efek 

sampingan tanpa keterangan 

yang lengkap;  

k. menawarkan sesuatu yang 

mengandung janji yang 

belum pasti.  

(2) Barang dan/atau jasa 

sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilarang untuk 

diperdagangkan. 

(3) Pelaku usaha yang melakukan 

pelanggaran terhadap ayat (1) 

dilarang melanjutkan 

penawaran, promosi, dan 

pengiklanan barang dan/atau 

jasa tersebut. 

5.  Undang-Undang 

Republik Indonesia 

Nomor   8  Tahun  19

99 

Tentang 

Perlindungan 

Konsumen 

 Bab IV Perbuatan 

Yang Dilarang Bagi 

Pelaku Usaha Pasal 

10 

Pelaku usaha dalam menawarkan 

barang dan/atau jasa yang ditujukan 

untuk diperdagangkan dilarang 

menawarkan, mempromosikan, 

mengiklankan atau membuat 

pernyataan yang tidak benar atau 

menyesatkan mengenai : 

a. harga atau tarif suatu barang 

dan/atau jasa; 

b. kegunaan suatu barang dan/atau 

jasa;  

c.  kondisi, tanggungan, jaminan, 

hak atau ganti rugi atas suatu 

barang dan/atau jasa;  

d. tawaran potongan harga atau 

hadiah menarik yang 

ditawarkan;  

e. bahaya penggunaan barang 

dan/atau jasa. 

Larangan: promosi 

menyesatkan, 

informasi tidak 

benar. 

Sumber: Data penelitian , 2024  

 

Data tabel di atas menunjukkan bahwa pemerintah memiliki perhatian khusus dalam 

memberikan perlindungan kepada konsumen, terutama dalam transaksi di marketplace. 

Perlindungan ini diatur melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen, yang menegaskan bahwa konsumen berhak mendapatkan 

informasi yang benar, jelas, dan jujur terkait barang atau jasa yang mereka beli, serta jaminan 

kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam penggunaan produk. Pemerintah juga 

memberikan hak kepada konsumen untuk menerima kompensasi apabila barang yang diterima 



 

 

 

tidak sesuai dengan perjanjian atau ekspektasi. 

Selain itu, pemerintah mengatur bahwa pelaku usaha wajib memberikan informasi yang 

akurat dan transparan, serta menyediakan mekanisme pengaduan dan penggantian produk 

yang tidak sesuai. Pelaku usaha dilarang keras menyebarkan informasi palsu atau 

menyesatkan terkait produk yang diperdagangkan, memanipulasi kualitas produk, atau 

menawarkan potongan harga yang tidak benar. Mereka juga diwajibkan mematuhi standar 

kualitas, mencantumkan label lengkap seperti tanggal kedaluwarsa, serta memastikan 

kepatuhan terhadap aturan halal. Jika terjadi pelanggaran, pelaku usaha diwajibkan untuk 

menarik produk dari peredaran dan menghentikan promosi yang menyesatkan. Ini 

menegaskan konsen pemerintah dalam menciptakan ekosistem marketplace yang aman dan 

terlindungi bagi konsumen. 
 

DISCUSSION 

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa misinformasi dalam transaksi belanja online 

memiliki dampak signifikan terhadap perlindungan konsumen. Ketidakcocokan antara produk 

yang ditawarkan dan yang diterima menunjukkan kurangnya transparansi dari penjual online 

dalam memberikan informasi yang akurat. Hal ini tidak hanya menimbulkan ketidakpuasan, 

tetapi juga secara langsung meruntuhkan tingkat kepercayaan konsumen terhadap penjual dan 

platform e-commerce. Ketidak mampuan konsumen untuk memanfaatkan hak khiyar dengan 

baik, yang seharusnya memberikan keleluasaan untuk membatalkan atau melanjutkan 

transaksi setelah barang diterima, semakin memperburuk situasi, memperlihatkan bahwa 

konsumen sering kali berada dalam posisi yang tidak berdaya. 

Salah satu temuan utama dari penelitian ini adalah pentingnya penyediaan informasi 

yang lengkap, jelas, dan akurat pada setiap tahap transaksi online, terutama untuk produk 

elektronik. Ketidaklengkapan informasi mengenai spesifikasi teknis, garansi, dan prosedur 

pengembalian menjadi penyebab utama ketidakpuasan konsumen. Informasi yang 

menyesatkan atau tidak memadai ini tidak hanya merusak pengalaman konsumen, tetapi juga 

memunculkan rasa ketidakamanan, seolah-olah platform e-commerce tidak memberikan 

perlindungan yang memadai. Oleh karena itu, transparansi informasi bukan hanya sekadar 

kebutuhan, tetapi merupakan kunci penting dalam menciptakan kepuasan dan kepercayaan 

konsumen dalam ekosistem belanja online. 

Penelitian ini juga menyoroti tantangan besar dalam pengelolaan komplain, khususnya 

terkait produk elektronik. Proses pengajuan komplain dan pengembalian barang yang berbelit-

belit dan memakan waktu, ditambah dengan komunikasi yang minim antara penjual dan 

konsumen, menambah frustasi konsumen (Wardani, A. & Sari, R., 2018). Di banyak kasus, 

hak khiyar yang seharusnya memberi konsumen kebebasan untuk membatalkan transaksi atau 

meminta penggantian produk yang tidak sesuai sering kali diabaikan atau tidak 

diimplementasikan dengan baik. Ketidakjelasan informasi mengenai prosedur pengembalian 

dan kebijakan yang tidak transparan membuat konsumen sulit memanfaatkan hak mereka, 

yang seharusnya menjadi perlindungan utama dalam menghadapi produk yang tidak sesuai 

deskripsi (Widiya Astuti, 2023). 

Dalam penelitian ini, penekanan pada hak khiyar sebagai bagian dari perlindungan 

konsumen lebih ditekankan dibandingkan studi sebelumnya. Berbeda dari penelitian Nugroho 

(Nugroho, A., 2019) yang lebih fokus pada kebijakan pengembalian dan regulasi umum, 

penelitian ini menyoroti pentingnya pemahaman konsumen terhadap hak khiyar sebagai alat 

utama dalam melindungi diri dari produk yang tidak sesuai. Demikian juga, studi Wardani 

dan Sari (Wardani, A. & Sari, R., 2018) yang menyoroti transparansi informasi, kurang 

memperhatikan pentingnya hak khiyar, yang justru sangat krusial dalam menjaga kepuasan 

konsumen. 

Implikasi dari temuan ini jelas ekosistem e-commerce harus lebih serius dalam 



 

 

 

memberikan informasi yang akurat dan memperbaiki pengelolaan layanan purna jual. Pakta 

kesalingan yang menekankan komitmen penjual untuk menyediakan informasi yang 

transparan dan mekanisme penanganan komplain yang responsif harus menjadi prioritas. 

Selain itu, meningkatkan literasi digital konsumen sangat penting agar mereka dapat 

memahami hak-hak mereka, khususnya konsumen yang megunakan hak khiyar, dan 

memanfaatkannya dengan baik dalam menghadapi masalah transaksi online. 

Salah satu hak penting yang perlu dipahami konsumen dalam transaksi online adalah 

hak khiyar. Hak ini memberi konsumen kesempatan untuk memilih melanjutkan atau 

membatalkan transaksi setelah menerima barang, sehingga melindungi mereka dari 

ketidakpuasan akibat produk yang tidak sesuai deskripsi. Untuk mengoptimalkan hak khiyar, 

penjual perlu transparan mengenai kebijakan pengembalian dan prosedur yang harus diikuti. 

Ketidakjelasan informasi dapat menghalangi konsumen dalam memanfaatkan haknya dengan 

baik, sehingga penting bagi penjual untuk menyediakan informasi yang jelas dan mudah 

dipahami tentang hak khiyar. 

 

CONCLUSION 

Penelitian ini mengungkapkan bahwa misinformasi dalam transaksi belanja online pada 

produk elektronik memberikan dampak signifikan terhadap perlindungan konsumen. Temuan 

ini menunjukkan tingginya frekuensi ketidaksesuaian antara produk yang ditawarkan dengan 

yang diterima oleh konsumen, serta kurangnya transparansi dalam informasi produk. Kondisi 

ini merusak kepercayaan konsumen terhadap penjual online dan platform e-commerce. Selain 

itu, proses penanganan komplain yang rumit dan minimnya tanggapan dari penjual 

memperparah ketidakpuasan konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa ekosistem e-commerce 

memerlukan perbaikan mendesak dalam penyediaan informasi yang akurat dan pengelolaan 

komplain yang lebih efisien. 

Hak khiyar dan perlindungan konsumen dalam penelitian ini berperan penting dalam 

memahami dinamika misinformasi di pasar online dan dampaknya terhadap perilaku 

konsumen. Dengan fokus pada pengalaman nyata konsumen dan observasi terhadap penjual, 

penelitian ini memberikan wawasan berharga bagi pengembangan kebijakan perlindungan 

konsumen dan regulasi e-commerce yang lebih efektif. Studi ini juga memberikan dasar bagi 

penelitian lebih lanjut tentang strategi peningkatan transparansi informasi dan pengelolaan 

layanan purna jual yang lebih responsif. 

Penelitian ini memiliki keterbatasan, terutama dalam lingkup dan metode yang 

digunakan. Data yang dikumpulkan terbatas pada sejumlah kasus dan pengalaman dari 

konsumen di platform tertentu, sehingga hasilnya mungkin tidak mewakili seluruh spektrum 

pasar e-commerce. Pendekatan kualitatif yang digunakan memberikan gambaran mendalam 

tetapi tidak memungkinkan generalisasi yang luas. Selain itu, penelitian ini tidak 

memfokuskan pada variabel seperti perbedaan gender atau demografi konsumen, yang bisa 

mempengaruhi persepsi dan pengalaman belanja online. Penelitian lanjutan dengan metode 

kuantitatif dan sampel yang lebih luas diperlukan untuk mendapatkan gambaran yang lebih 

komprehensif dan representatif. 
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